BUPATI LEMBATA

INSTRUKSI BUPATI LEMBATA
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

. PERPANJANGAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPEKM) BERBASIS
MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS
DISI:L"ISE 2019 (COVID-19) DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA,

_ Dalam rangka pengendalian, pencegahan dan penanganan COVID-19
di Kabupaten Lembata, dengan ini menginstruksikan :

Kepada ;
Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata;
Pimpinan Instansi Vertikal:
Kepala UPP Wilayah I Lewoleba:
Kepala UPBU Wunopito Lewoleba:
Kepala Sub Cabang PELNI Lewoleba:
PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) Supervisi Lewoleba
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7. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Lewoleba;

8. Pimpinan Ormas/Lembaga/NGO;

9 Pimpinan FKUB Kab. Lembata;

10. Pemimpin masing-masing Agama se-Kab. Lembata:

11. Unsur Penyelenggara Pendidikan;

12. Para Pelaku Usaha, Pengelola/Penyelenggara/Penanggungjawab
Tempatdan Fasilitas Umum;

13. Para Camat se-Kabupaten Lembata;

14. Para Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Lembata;

15. Seluruh masyarakat Kabupaten Lembata,

Untuk -
KESATU : Memberlakukan Pembatasan Kegiatan
Me akat Berbasis Mikro sesuai penetapan
en Lembata sebagai salah satu
Level 3 situasi pandemi COVID-19
ngaturan sebagai berikut:
¢ Posko tingkat Desa dan
- bagi wilayah yang belum
Posko dan terhadap wilayah yang
bentuk Posko dimaksud agar lebih




mengoptimalkan peran dan fungsinya serta
memastikan pelaksanaan pengendalian pada
tingkat mikro di skala RT;

b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat
Desa dan Kelurahan, dibentuk Posko
Kecamatan, bagi wilayah yang belum
membentuk Posko Kecamatan dan terhadap
wilayah yang telah membentuk Posko
Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran
dan fungsinya;

c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa
dapat menetapkan atau melakukan
perubahan regulasi dalam bentuk peraturan
desa, peraturan kepala desa dan keputusan
kepala desa;

KEDUA : Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU adalah lembaga
yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan
COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang
memiliki empat fungsi, yaitu :

a. pencegahan;

b. penanganan;

c. pembinaan; dan

d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-
19di tingkat Desa dan Kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA, Posko ungkat

Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas

Cﬂ\’ID-lB tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota,

Provinsi, Tentara Nasional Iudoncs:.a. (TNI) dan

legara Republik Indonesia (POLRI) dan

i Bltms COVID-19 Nasional,




Tingkat Kecamatan dibantu oleh Satgas
COVID-19 Tingkat Kelurahan/Desa.

KELIMA : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan
Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan
pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah
sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada
Dana Desa dan dapat didukung dari sumber
pendapatan desa lainnya melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

b. kebutuhan di tingkat Kecamatan dan
Kelurahan  dibebankan pada  Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten.

KEENAM : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa
yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh
Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa
(LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa
lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai
oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu
olch Aparat Kelurahan, dan kepada masing-
masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun
Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh
Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan
Tokoh Masyarakat.

KETUJUH : Posko tingkat Kecamatan diketua oleh Camat
yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat
Kecamatan, Puskesmas setempat, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat, Kapolsek/Kapospol,
'k ‘Mitra Kecamatan lainnya dan Tokoh

airm a dimaksud pada Diktum
n Jlanclnlu: koordinasi antara
g terlibat, mulai dari Ketua
A Desa/Lurah, Satuan
yaraka t (Satlinmas), Bml:&ra
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KIESIEMBILAN

Penguturnn Utk pernbutasan ke yialiagg
masyinrnkat, sebapnl berllkut:

i,

b,

pelakpsanann  kegiatan  belajar  mengslar
(Bekolah, tempat Pendidikan /Velatihan, Balsl
Latihan Kerja) dilakukan daring/ online,

pelaksanaan keglatan di Letripest
kerjo/perkantoran  diberlakukan 50% (lima
puluh lima persen) WPH dan 50% (lima puluh
persen) WFO dengan  penerapan  protokol

kenehatan secara lebih ketat,
pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) encnwial seperti: ; i
n) keuangan dan perbankan meliputi

asuransi, bank, pegadaian, dana

pensiun, dan koperasi (yang

berorientasi pada pelayanan fisik
dengan pelanggan (customer));

b) teknologl informasi dan komunikasi
meliputi operator seluler, data center,
internet, pos, media terkait dengan
penyebaran informasi kepada
masyarakat;

¢) perhotelan non penanganan karantina;
dan

d) industri orientasi ekspor dimana pihak

perusahaan harus menunjukkan buku

contoh  dokumen  Pemberitahuan

1;1&; Barang (PEB) selama 12 (dua

:blulnterakhirmu dokumen

] yang menunjukkan  rencana



J. untuk huruf e} dapat beroperasi dengan
kapasitas maksimal 50% (lima puluh)
persen stal hanya difasilitas
produksi/pabrik, serta 50% (lima puluh)
persen untuk pelayanan administrasi
perkantoran guna mendukung
operasional.

2) esensial pada sektor pemerintahan yang
memberikan pelayanan publik yang tdak
bisa ditunda pelaksanaannya, seperti
pelayanan administrasi kependudukan,
pelayanan perijinan, pelayanan jaminan
sosial, diberlakukan S50% (lima puluh
persen) maksimal stal Work From Office
(WFO) dengan protokol kesehatan secara
ketat;

3) knitikal seperti:
a] kesehatan;
b) keamanan dan ketertiban masyarakat,
c) penanganan bencana;
d) energi (PLN dan SPBUJ;
e) logistik, transportasi dan distribusi
terutama untuk kebutuhan pokok

masyarakat;
f) makanan dan  minuman serta
penunjangnya, termasuk untuk

ternak/hewan peliharaan;
g) Pupuk, semen dan bahan bangunan;
h) konstruksi (infrastruktur publik);
1) utiitas dasar (listrik, air dan
pengelolaan sampah),

: J«.' DETE 'dﬂngﬂn kﬁtﬂl‘ttuﬂ.t‘l:

1 pada fasilitas
struksi/pelayanan  kepada
Untuk




Wiidrskcan; bnses CETHIEL Dep s s PR
Ketut, trmprai FRRRUET, Sty Sospigy
Herryediaksn haesdses Y, dae Al
ARG L T SRR el 7 I
WEKLY  setemmgas IR Kegeastias
PTG, TSP G puciady Sarsey

N untuk paser Wratisieniad, e coperesiomsd
Uheras sarmpe Cengan phi 1500 WITE
SEMCriare  untid  peser TP =
‘Wrrasinsl ditatas seamo g vt
21.00 WITA; dan

& untlk apotie dan o ok Gerne Enirs
selama 24 jarm.

pelaksansan kegatan el [miam. &
tempat umum (waning makan, o RS S,
kale, juliner, pedagang ki fma, S
Jujanan) beik yang berada peda lokass
Lersendinl maupun yang berickasi AP
1) makan/minum & tempmt sebess 2%
{dmm&me@mi#:
N i > womal dibetae T==mo=s o ’
! Pkt 21.00 waktu sctempat Sementars
jika take away dijinkan hangge pid 2200
WITA; .
3) untuk layanan makanas rimesrll s
sampai dengan jam 22 00 walt: setrmpes ——
4) untuk restoran yang S E =
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]:l‘!';lp'_.ﬂlurull kapasitag miksimal 50y, (lima
Puluh persen) dan mengoptimalkan
jh'.lnkm:mmn ibadah 4 rumah dengan

rrmm;x:rh:lnihm Pengaturan  teknis darj
‘nenterian .ﬂp,unm;

kegiatan t:h:hmy,afmrmnding.ﬂn olahraga
r!upfu dilaksanakan SCpanjang  tidak
melibatksn penonton atay Supporter dengan
PENErapan protokol kesehatan yang ketat:

Pelaksanaan kegiatan pada  area publik
(lasilitag Umum, taman umum, lempal wisata
Umum atay area publik  lainnya) ditutup
untuk sementara waktu, sampaj dengan
Kabupaten Lembata  dinyatakan aman atay
keluar dari leve] 3 (tiga) pandemi COVID. 19;

pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial
kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan
sosial yang dapat menimbulkan keramaian
dan kerumunan) ditutup untuk sementara
waktu, sampai dengan Lembata dinyatakan
aman atau keluar dari level 3 pandemi
COVID-19,

pelaksanaan kegiatan pesta dan  perayaan
syukuran  seperti pernikahan,  sambut
baru/sidi, pembaptisan, syukuran ulang
tahun/imamat/kaul kekal dan secjenisnya
ditiadakan untuk sementara waktu, sampai
dengan  Lembata dinyatakan aman atay
keluar dari level 3 pandemji COVID-19,

Pelaksanaan kegiatan di tempat hiburan
(Pub/karaoke) untuk sementara ditutup.

untuk kegiatan hajatan kemasyarakatan

an, kumpul keluarga,




Maupun pihak lainnya dengan melibatkan
Personil dar luar Instansi/pihak lain tersebut
dﬂﬂka&nakan melalui video converence atau
Jaringan.

©- pelaksanaan kegiatan masyarakat termasuk
kegiatan rapat/pertemuan dan scjcnisnya
Pada lokasi di tempat umum yang dapat
menimbulkan keramaian dan  kerumunan
diiadakan untuk sementara waktu, sampai
dengan Lembata dinyatakan aman atau
keluar dari level 3 pandemi COVID-19.

P- Pelaksanaan kegiatan rapat penanganan
COVID-19, rapat-rapat Forkopimda, rapat
pPenanganan bencana alam, rapat-rapat DPRD
dan rapat internal
pemenintah/lembaga /instansi lainnya
dijjinkan dengan ketentuan:

1) Dalam ruangan dibatasi maksimal 50%
dari kapasitas ruangan;

2) Luar ruangan paling banyak 50% dan
kapasitas;

3) pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada angka 1) dan angka 2)
dilakukan dengan penerapan protokol
kesehatan secara lebih ketat.

q. penggunaan transportasi umum = darat
(kendaraan umum, angkutan massal, taksi
(konvensional dan on line), ojek (pangkalan
dan on line), dan kendaraan sewa/rental),
dapat beroperasi dengan melakukan
pengaturan kapasitas maksimal sebanyak 75%

n 3¢t rTaDEe p‘l'DtOkﬂl kﬂm‘lﬂtﬂ.ﬂ SCCara

ata dapat beroperasi dengan
aturan kapasitas maksimal
uh puluh lima persen) dan



KESEPULUH

KESEBELAS

dalam kurun wakty maksimal 2 X 24 jam
sebelum keberangkatan scbaga: persyaratan
Penjalanan atau  hasi) negatifl rapid  test
anligen yang sampeinya diambil dalam
Iturunnktunukmmaj 1 X 24 jam atau on
sule sebelum keberangkatan we Daggal
Persyaratan  perjalanan. Demikian Juga
nahkoda dan sciluruh ABK wajib
menunjukkan surat keterangan hasil negatif
test RT-PCR yang sampelnya diambil dalam
Kurun waktu maksimal 2 X 24 jam scbelum
keberangkatan schagai persyaratan
Perjalanan atau hasil negatifl rapid test
anbigen yang sampelnyn diambil dalam
kurun waktu maksimal 1 X 24 Jam atau on
sile scbelum  keberangkatan  sebagai
PeTsyaratan perjalanan

Dalam  kondiai penularan  sudah meluas  di
komunitas, Camat, Kepala Desa dan Lurah diberi
Kewenangan untuk melakukan intervensi yang

lebih  ketat dengan  membatani  mobilitas
Mmasyarakat sccara nignifikan.

Penguatan 3T (testing, tracing, treatmen lalui

pcn-cr-p_um schagai berikut: =

@ testing periu ditingkatkan sesuai dengan
tinghkat posttivity rate mingguan. Target orang
ditest per hari untuk Kabupaten Lembata

. scbanyak 318jumlah test

- tracing perlu dilakukan sampa;i
lebih  dari 15 kontak MIPN



1) Setiap orang yang melaksanakan perjalanan

dengan menggunakan kendaraan pribadi
MAaupun umum bertanggungjawab atas
kesehatannya masing-masing serta tunduk

dan patuh pada syarat dan ketentuan yan
berlaku; ) s

2) Pelaku perjalanan ke wilayah Kabupaten
Lembata, berusia 18 tahun ke atas, yang
menggunakan seluruh moda transportasi
wajib menunjukkan surat keterangan hasil
negatif test RT-PCR yang sampelnya diambil
dalam kurun waktu maksimal 2 X 24 jam
sebelum keberangkatan sebagai persyaratan
perjalanan atau hasil negatif rapid test
antigen yang sampelnya diambil dalam
kurun waktu maksimal 1 X 24 jam atau on
sife sebelum keberangkatan;

3) Pelaku perjalanan dalam wilayah Kabupaten
Lembata yang menggunakan  moda
transportasi laut dengan kendaraan umum,
wajib menunjukkan surat keterangan hasil
negatif test RT-PCR yang sampelnya diambil
dalam kurun waktu maksimal 2 X 24 jam
sebelum keberangkatan sebagai persyaratan
perjalanan atau hasil negatif rapid test
antigen yvang sampelnya diambil dalam
kurun waktu maksimal 1 X 24 jam atau on
site  sebelum  keberangkatan  sebagai
persyaratan perjalanan;

4) Pengisian e-HAC Indonesia wajib bagi pelaku
perjalanan ke wilayah Kabupaten Lembata
dengan transportasi udara;

5) Apabila hasil test RT-PCR/rapid test antigen

- pe perjalane negatif  namun

S e

¢ boleh melanjutkan
| diwajibkan  untuk
diagnostik RT-PCR dan




KEDUABELAS

KETIGABELAS

KEEMPATBELAS

Inolasi periu dilakukan dengan ketat untok
mencegah penularan.

Dinns Kesehatan Kabugpmitern Letibmta
diinstruksikan ik mielakukar LIy A
percepatan vaksinasi dalam rangka melindurng
sebanyak mungkin orang untuk menurunkan layo
penularan, serta  mengutamakan  keselarnatan
mereka yang rentan untuk meninggal (seperti
lansia, orang dengan komortnd) mengingat
kapasitas kesehatan yang terbatas dan darmpek
Jangka panjang dari infeksi COVID-19,

Semua pihak, terutama Pemerintah Desa raaupun
Kelurnhan lebibh  mengintensifkan  pendisiplinan
protokol kesehatan dan upaya penanganan
keschatan (membagikan masker dan
menggunakan masker yvang baik dan benar,
mencucl tangan menggunakan sabun atau hand
sanitizer, menjogn jarak, menghindar kerumunan
yang berpotensi menimbulkan penularan dan
mengurangi  mobilitas), serta memnperkuat
kemampuan, sistem dan manajemen tracing, dan
perbaikan treatment.

Untuk  mencegah  terjadinya  peningkatan
penularan COVID-19, maka dilakukan kegiatan
pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta
dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Pimpinan OPD/Instansi/Lembaga/Pemerintah

Desa dan Kelurahan agar melakukan
sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro

seluruh ASN/Pegawai/Karyawan /warga
masyarakat yang berada i

syarak di unit




Vo My u
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Pusatl keselan
khusy

an masynraka
el dalam Penanganan Etwii'l-ll;
Wa dalam Pencegahan, testing dan
+ WRAT mengantisipasi potensi Kerumunu
:llimnalfli“ terjadi sclama PPKM me.i.‘nfru':ﬁ
hrrh“ layah MASINg-masing,  balk  yang
ubungan  dengan kegiatan  ekonomi,
pasar, fempat-tempat  perbelanjann  serta

Wn  yang  berhubungan dengan
Keagamaan yang da e )

pat melanggar  protokol
Keschatan  COVID- ll

9  unwk selanjutnya
dilakukan  upaya mengantisipasi  dan
melakukan pencegahan terhadap kerumunan

ﬁtﬁm‘t apabila diperlukan dilakukan penegakan

ukum sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan,

¢ dalam hal terdapat masyarakat  yang
melakukan  pejalanan  menuju  Kabupaten

Lembata tanpa memiliki dokumen

administrasi perjalanan tertentu sebagaimana

telah diatur oleh Pemerintah, maka:

1) Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan
Satpol PP yang didukung TNI/POLRI dan
instansi terkait lainnya, melakukan rapid
test antigen kepada yang bersangkutan

tangan

sant keda

2) Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud
pada angka 1), didata by name by address
dan  menyampaikannya kepada para
Camat, Kepala Desa/Lurah,

3) Camat, Kepala Desa/Lurahmelalui Posko
Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat
karantina mandii  selama S5x24 Jam

penerapan protokol kesehatan yang
lebih ketat dan biaya karantina dibebankan

wajib  melakukan




karantina dan Dinas Kesechatan melalui
Puskesmas setempat menerbitkan surat
pernyataan bahwa yang bersangkutan telah
menyelesaikan karantina atau isolasi.

6) Dinas Perhubungan dan Satpol PP
didukung TNI/POLRI, Dinas Keschatan,
BPBD dan instansi terkait lainnya
melakukan penguatan, pengendalian dan
pengawasan terhadap perjalanan oOrang

Posko check point di

pelabuhan/bandara/ pintu-pintu masuk

lainnya,

7) Seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),
serta Satgas COVID-19 dan Pemulihan
Ekonomi Kabupaten Lembata bersama
dengan TNI dan POLRI agar meningkatikan
kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam
mencegah dan mengatasi aktivitas publik
yang dapat mengganggu ketenteraman dan
ketertiban masyarakat,
berkumpul/kerumunan massa di tempat
fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat
perbelanjaan dan restoran), tempat wisata
dan melakukan antisipasi terhadap kondisi

e

menjaga stabilitas harga




KEENAMBELAS

Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang
melakukan pelanggaran dalam rangka
pengendalian wabah penyakit menular
berdasarkan:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal

212 sampai dengan Pasal 218;
2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang

Wabah Penyakit Menular;
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan; dan
4) Ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya yang terkait.

C A Dﬂa dm Lurah wajib memberikan
ke Lembata melalui




